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Yang bertanda tangan di bawah ini:

I, Nama : Drs. SINOENG N RACHMADI, MM.
Jabatan : Pj. Wali Kota Salatiga
Alamat Kantor : JL. Letjend. Sukowati No. 51 Kota Salatiga

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga.

2. a. Nama © DANCE ISHAK PALIT, MSi.
Jabatan : Ketua DPRD Kota Salatiga

Alamat Kantor : JL Letjend. Sukowati No. 51 Kota Salatiga

b. Nama . LATIF NAHARI, ST.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga

Alamat Kantor : JL Letjend. Sukowati No. 51 Kota Salatiga

c. Nama : SAIFUL MASHUD
Jabatan - Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga
Alamat Kantor : JL. Letjend. Sukowati No. 51 Kota Salatiga

schagai Pimpinan DPRD bertindalk sclaku dan atas nama Dewan Perwakilan

Rakyat Dacrah (DPRD) Kota Salatiga.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk
sclanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Dacrah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para
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Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak scpakat terhadap Kebijakan Umum
APBD vang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerzh (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan
pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.

Sccara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam

Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota
Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Salatiga, 27 Oktober 2022
Pimpinan DPRD
Pj. Wali Kota Jalatiga Kota Salatiga

Sclaku,

LATIF NAHARI, ST.
WAKIL KETUA

SAIFUL MASHUD
WAKIL KETUA
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LAMPIRAN NOTA KESEPARKATAN

Nomor ¢ 012/NK/X/2022
173.1/39/X/2022
Tanggal : 27 Oktober 2022
BAB 1
PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen yang memuat program
prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari
RKPD. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi
kewajiban daerah meliputi prioritas pembangunan daerah dan Perangkat Daerah
(PD) yang melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan. Substansi PPAS
mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran
yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari PD tersebut. Plafon anggaran
sementara disusun berdasarkan urusan PD, program, kegiatan dan sub kegiatan
dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara mengacu kepada
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) yang
selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk
disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara. PPAS yang telah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada masing-masing
Perangkat Daerah.

Tahapan penyusunan PPAS dilakukan sebagai berikut:

1) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

2) Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-
masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional
yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untk
pemerintah provinsi;

3) Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-
masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional
yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta
program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi
setiap tahun untk pemerintah kabupaten/kota; dan
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1.2

4) Menyusun capaian kerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk

masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Skala prioritas pembangunan daerah berdasarkan pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
vang telah disesuaikan dengan kelembagaan Perangkat Dacrah berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk masing-masing urusan baik
menurut  Perangkat Daerah maupun menurut prioritas program yang akan
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat diperlukan
kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif untuk kemudian menjadi dasar dalam
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara bertujuan sebagai
pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD.

Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Salatiga Tahun
2023 berdasarkan pada:

i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara,

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomoi 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;
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18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023;

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025:
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;

Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2023.

S ———
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BABII
RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah, Pendapatan Dacrah adalah semua hak Daerah vang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran  yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan untuk
menutup defisit anggaran yaitu selisih antara pendapatan dan belanja, yang terdiri dari
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah meliputi
pendapatan asli daerah, penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan
dacrah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan
kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum Anggaran.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan
kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan

ckonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi

penerimaan daerah.

2.1. Pendapatan Daerah
Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pendapatan Daerah meliputi
semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu
dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang
merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pada Tahun 2023
Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 905.292.775.000,- (sembilan ratus
lima miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu

rupiah). Pendapatan Daerah terdiri dari :

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah
Rencana Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2023 berjumlah
Rp.225.689.700.000.- (dua ratus dua puluh lima miliar enam ratus delapan
puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Pajak Daerah
Rp.64.779.915.000 .- (enam puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh
sembilan juta sembilun ratus lima belas ribu rupiah), Retribusi Daerah

Rp.11.597.916.000 .- (sebelas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta
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sembilan ratus enam helas ribu rupiah), Hasil Pengelolaan Daerah Yang
Dipisahkan Rp.20.303.718.000,- (dua puluh miliar tiga ratus tiga juta Ijul
ratus delapan belas ribu rupiah) dan Lain-lain Pendapatan Asli Dacrah Yang
Sah Rp. 129.008.151.000,- (seratus dua puluh sembilan miliar delapan juta

seratus lima puluh satv ribu rupiah).

2.1.2. Pendapatan Transfer
Direncanakan sebesar Rp.679.603.075.000,00 (enam ratus tujuh puluh
sembilan miliar enam ratus tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
Adapun komponen penerimaan dari Dana Perimbangan tersebut terdiri
dari :
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Direncanakan scbesar Rp615.492.210.000,00 (enam ratus lima belas
miliar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:
1) Dana Perimbangan

Direncanakan sebesar Rp572.169.866.000,00 (lima ratus tujuh puluh

dua miliar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh

enam ribu rupiah)

Dana Perimbangan terdiri dari :

a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil(DBH)

Direncanakan sebesar Rp23.264.168.000,00 (dua puluh tiga
miliar dua ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh
delapan ribu rupiah)

b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
Direncanakan sebesar Rp439.194.634.000,00 (empat ratus tiga
pulub sembilan miliar seratus sembilan puluh empat juta enam
ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

¢) Dana Transfer Khusus-Dana Transfer Khusus (DAK) Fisik
Direncanakan sebesar Rp25.759.777.000,00 (dua puluh lima
miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh
tujuh ribu rupiah)

d) Dana Transfer Khusus-Dana Transfer Khusus (DAK) Non Fisik
Direncanakan sebesar Rp83.951.287.000,00 (delapan puluh tiga
miliar sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh

tujuh ribu rupiak)
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2) Dana Insentif Daerah
Direncanakan scbesar Rp43.322.344.000,00 (empat puluh tiga miliar
tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)
b.  Pendapatan Transfer Antar Daerah
Direncanakan sebesar Rp64.110.865.000,00 (enam puluh empat miliar
seratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari :
1) Pendapatan Bagi Hasil
Direncanakan sebesar Rp64.110.865.000,00 (enam puluh empat
miliar seratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
2) Bantuan Keuangan
Pada Rancangan APBD ini belum direncanakan karena menunggu

alokasi definitif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2.1.3. Lain-lain Pendapatan Dacrah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat,
dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Lain-lain pendapatan yang sah diproyeksikan dari pendapatan hibah

_sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

2.2. Penerimaan Pembiayaan Daerah
Penerimaan  Pembiayaan  Daerah  untuk  Tahun 2023  sebesar
Rp.40.500.000.000,- (empat puluh miliar lima ratus juta rupiah) berasal dari
perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2022 (SILPA).

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

tersaji dalam Tabel 2.1
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